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ABSTRAK 
Ali ~luktiyanto dan 1-lendrian. Zakat Sebagai Pengurang Pajak. (Sikap 
i\1asyarakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Parnulang-Tangerang) 
UU 3811999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU 17/2000 tentang Pajak Penghasilan. 
berimplikasi pada pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 
Sayangnya. karen a zakat hanya diakui sebagai biaya, rnaka darnpak bagi kewaj iban 
pajak rnasih relatif kecil sehingga belum cukup efektif untuk rneningkatkan pajak 
rnaupun zakat.. Survei Tabloid Kontan ( 1999) rnaupun PIRAC (2002) tentang 
perilaku rnembayar zakat ternyata responden yang secara ekonorni lebih rnapan justru 
cenderung mengabaikan kewajiban berzakat. Pada sisi lain Hafidudin (2006) 
menegaskan salah satu penyebabnya adalah hingga saat ini zakat baru ditetapkan 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) dan bukan sebagai pengurang 
langsung atas pajak yang terutang. Oleh karena itu penelitian ini hendak 
mengungkap dua hal penting untuk rnernbuktikan ternuan-ternuan di atas yakni 
penerapan zakat sebagai pengurang pajak dan pengakuntansian zakat sebagai 
pengurang pajak 
Penelitian dilakukan atas perorangan yang terdiri atas pegawai negeri, dan pegawai 
swasta dan perusahaan atau badan usaha yang berpotensi rnernbayar pajak 
penghasilan pribadi rnaupun badan dengan rnernberikan sejumlah pertanyaan dalam 
bentuk questionaer. Pengarnbilan sarnpel dilakukan pada 8 Kelurahan di Kecarnatan 
Parnulang dengan teknik Purposive Random Sampling. Data diolah dan dianalisis 
secara deskriptif. Hasilnya rnenunjukkan sebagian besar pembayar zakat (88,68o/o) 
juga pernbayar pajak, lebih dari 52o/o rnasyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan pernbayaran zakat cenderung tidak 
melalui lembaga arnil zakat yang diakui pemerintah karena aspek kepercayaan dan 
keyakinan. Dari segi pengakuntansian, masyarakat menerapkannya secara keliru, 
yaitu zakat sebagai pengurang pajak terutang yang seharusnya adalah zakat sebagai 
pengurang pendapatan kena pajak. Penelitian juga menemukan bahwa rnasyarakat 
menginginkan zakat sebagai pengurang pajak terutang (ta'( deductable) bukan sebagai 
beban (cost/expense deductabel). 
Keyword: zakat, pajak. expense 
IV 
ABSTRACT 
Ali l'Vluktiyanto and Hendrian. Zakah as Income Tax deductible. (Public 
Responses to Zakah as Income Tax deductible in Pamulang- Tangerang) 
UU 3811999 about Pengelolaan Zakat and UU 17/2000 about Income Tax (Pajak 
Penghasilan), implicated to zakah recognitions as income tax deductible. However, 
because zakah recognitions as expenses, so the impact is relative less to income 
tax and ineffectiveness to improve income from tax and zakah. Based on survey of 
Tabloid Kontan ( 1999) and PIRAC (2002) about public behavior in zakah, shown 
affordable respondent more ignore zakah. Hafidudin (2006) stated that zakah as just 
income tax deductible not tax deductible. This study is to decrypted zakah 
implementation as income tax deductible and in accounting technique. 
The population of this study are government employers, private employers and 
companies that by purposive random sampling method in 8 (eight) sub district of 
district Pamulang that paid tax income. Data analyzed by descriptive verificative. The 
research shown that zakah payer (muzaqqi) also tax payer (88,68o/o); more than 52% 
of people unknown that zakah can be income deductibles, and zakah polling tendency 
paid not by legal amil zakah institution because trust and religion aspect. By 
accounting technique, people implemented zakah as tax deductibles not income 
deductible, and if s a wrong technique. This research also found that people want to 
zakah as tax deductible not cost or expense deductible. 
Keyword: zakah, tax, expenses 
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1.1. Latar Belakang 
BABI 
PENDAHlJLUAN 
Kesadaran membayar pajak masyarakat Indoensia masih rendah. lndikasinya 
adalah tax ratio yang hanya 13.6 persen dari PDB. Di bawah rata-rata ta¥ ratio 
negara-negara Eropa dan Amerika~ 33 persen. Pajak merupakan sumber utama 
pcnerimaan negara (78 persen APBN berasal dari pajak), maka tak heran jika 
pemerintah terus melakukan usaha memperbesar perolehan pajak. Meskipun terus 
meningkat, usaha tersebut belum sepenuhnya berhasil. Majalah Berita Pajak edisi 
April 2003 menunjukkan. baru 2,3 juta penduduk dari 210 juta potensi yang terdaftar 
sebagai obyek pajak. Banyak hal yang menyebabkan hal tersebut, antara lain khusus 
bagi sebagian umat Islam, keengganan membayar pajak karena adanya kewajiban 
ganda, zakat dan pajak. 
Di Indonesia, seorang muzaki (wajib zakat) adalah juga wajib pajak. Atas 
dasar ini tentu saja umat Islam lebih rela membayar zakat dari pada pajak, sekalipun 
zakat itu masih dibayarkan langsung kepada penerima, sehingga belum berdampak 
pada aspek pemberdayaannya. Menurut Doa dalam Siti Arifah (2004), zakat 
memiliki potensi pendapatan yang begitu besar hingga mencapai angka 84,49 triliun 
per tahun. Begitu pula hasil survey yang dilakukan oleh PIRAC (Publik Interest 
Research and Advocacy Center) terhadap 183 7 responden yang beragama Islam di 11 
kota besar di Indonesia pada tahun 2000 yang meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, 
Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak dan Balikpapan, 
menunjukkan bahwa tingkat zakat masyarakat yang disurvei menunjukkan angka 
yang tinggi, 94 ~lo menyatakan dirinya sebagai muzaki. dengan rata-rata nilai zakat 
sebesar Rp 124.200.00/ muzaki/tahun, dengan nilai berkisar antara Rp 44.000.00- Rp 
339.000,00/tahun. 
Hal tersebut tidak selalti linier dengan kesadaran membayar zakat dari 
golongan yang secara ekonomi lebih mapan. Hasil survei Tabloid Kontan ( 1999) 
maupun PIRAC (2002) tentang perilaku membayar zakat, temyata responden yang 
secara ekonomi lebih mapan justru cenderung mengabaikan kewajiban berzakat. 
Memang, ketika besar zakat masih recehan, orang bisa enteng saja mengeluarkannya, 
napi ketika zakat sudah mencapai jutaan, orang mulai pikir-pikir untuk 
menzakatkannya. Oleh karena itu adanya klausul zakat mengurang1 pajak menjadi 
begitu penting _ 
Emm) (2007) dalam artikelnya menyebutkan. Islam mengakui. pajak 
merupakan kewaj iban setiap warga negara. Sebagai \\ arga negara. seorang m us I im 
wajib taat kepada pemerintah (ulil amri). l\1asalahnya, apakah pajak yang diterapkan 
sekarang telah sesuai dengan ketentuan pajak secara syariah. Dualisme kewaj iban 
pajak dan zakat tersebut telah dikompromikan dengan Undang-undang nomor 38 
tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang nomor 17 tahun 2000 
tentang pajak penghasilan, dengan mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan 
kena pajak. Sayangnya, karena zakat hanya diakui sebagai biaya, maka dampak bagi 
kewajiban pajak masih relatif kecil, sehingga belum cukup efektif untuk 
meningkatkan pajak maupun zakat. Didin Hatidudin (2006) menambahkan~ saat ini 
zakat baru ditetapkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) dan bukan 
sebagai pengurang langsung atas p~jak. 
Oleh karena itu penelitian ini hendak mengungkap implementasi zakat 
sebagai pengurang pajak dan dampaknya terhadap peningkatan pembayaran pajak dan 
zakat. Melalui suatu studi kasus di masyarakat kecamatan Pamulang-Tangerang, 
penelitian ini dituangkan dengan topik Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Sikap 
Masyarakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Di Pamulang-Tangerang). 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan Jatar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan 
penelitian sebagai berikut. 
a. Bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang pajak? 
b. Bagaimana pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak? 
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bermaksud mengungkap sikap masyarakat terhadap zakat dan 
pajak di Indonesia dengan tujuan mengetahui. 
a. Penerapan zakat sebagai pengurang pajak 
b. Pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak 
1.4. Manfaat Penelitian 
ivlanfaat utama yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai sumbangsih 
bagi ilmu pengetahuan terutama terhadap perpajakan dan implementasinya serta 
hubungannya dengan ke\vaj iban zakat bagi umat muslim. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Zakat Pengurang Laba Sebelum Pajak (Tax Expenses) bukan Pengurang 
Pajak Penghasilan (Tax Deductab/e) 
Ketentuan UU No. 1 7/2000, menetapkan pembayaran zakat masuk ke dalam 
biaya (cost) bagi pajak penghasilan pribadi maupun perusahaan bukan sebagai 
pengurang pajak secara langsung (ta-r deductable). Akhir-akhir ini berkembang 
\Vacana untuk menjadikan zakat sebagai ta-r deductable. 1Y1uzaki umumnya Iangsung 
membayar zakat ke Iembaga zakat dan di lain pihak juga tetap membayar pajaknya 
secara penuh kepada negara. Umat Islam Indonesia menunggu keseriusan pemerintah 
dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung (tax deductible) 
seperti di Malaysia. Wacana ini disambut gembira oleh para pengusaha. Melalui 
undang-undang tersebut para pengusaha tidak terkena kewajiban ganda~ zakat dan 
p~jak. Insentif pajak bagi donasi juga telah berlaku di beberapa negara Eropa dan 
Am erika, bahkan juga di Malaysia. Ada kekhawatiran bahwa j ika zakat mengurangi 
pajak, maka perolehan pajak akan berkurang. Data di Malaysia menunjukkan bahwa 
selama tahun 2001-2005 dengan adanya undang-undang zakat mengurangi pajak, 
perolehan zakat di negara tersebut terus meningkat. Tahun 2005 perolehan zakat dari 
12.5 juta penduduk yang muslim mencapai RM 573 juta atau Rp. 1,4 trilyun. 
"Pembayaran zakat akan meningkatkan pajak, karena adanya transparansi dalam 
laporan keuangan perusahaan," kata Didin Hafidhuddin, Ketua Umum Badan Ami! 
Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Harian Seputar Indonesia. Senin~ 8 Oktober 2007. 
Selama ini di kalangan umat Islam beredar anggapan salah membayar zakat 
dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayarkan. Sebenamya yang benar 
adalah seperti dimaktubkan dalam UU No 3811999 bahwa zakat yang telah 
dibayarkan kepada BAZ atau LAZ akan dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa 
kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Di dalam UU No 17/2000 juga 
ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi 
oleh wajib pajak Orang Pribadi pemeluk Islam atau Wajib Pajak badan Dalam Negeri 
yang dimiliki kaum muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. 
Dengan kata lain, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Pajak No 
KEP-542/PJ/200 1 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan 
netto. Jadi jika penghasilan bruto seorang wajib pajak adalah Rp5.000.000, 
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sedangkan waj ib pajak terse but telah menunaikan zakat sebesar Rp 1.000.000. maka 
pajak yang harus dibayarkan adalah Rp4.000.000 (Rp5 .000.000 - Rp 1.000.0000) 
dikalikan tarif progresifnya sebesar 5~'o yaitu Rp200.000. bukan be bas pajak. 
2.2. Pcrbedaan Zakat dan Pajak 
Kalau ada yang bertanya apa persamaan kcduanya. mungkin bisa dija\\ ab 
bah\va keduan.ya sama-sama bernilai uang. Tetapi jika dikaji lebih dalam. ternyata 
diantara keduanya rnemang terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Apa saja 
perbedaannya ? Pertamu. dari aspek kewajiban. Zakat hanya diwajibkan bagi ummat 
Islam. sedangkan ummat yang beragama lain tidak terkena kewajiban ini. \Valaupun 
dalam agama lain, seperti Nasrani. ada juga perintah mengeluarkan harta. tetapi 
namanya bukan zakat. Sedangkan pajak wajib bagi setiap warga negara. baik yang 
beragama Islam maupun lainnya. 
Kedua. dari aspek subyeknya. Subyek zakat adalah orang kaya. Hal ini 
dibuktikan bahwa yang harus membayar zakat adalah orang yang hananya telah 
mencapai nishob. Sedangkan pajak nampaknya tidak pandang bulu. semua warga 
Negara baik kaya maupun miskin harus bayar pajak. Terutama pajak konsumsi. yaitu 
PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Setiap orang yang membeli suatu barang. secara 
otomatis sebenarnya dia telah rnembayar pajak, karena harga yang dibayamya itu 
sudah termasuk PPN. Ketiga. dari aspek peruntukan. Secara tegas. Al-Qur~ an 
menyatakan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delatan golongan mustahik. yaitu 
t~lkir. miskin. ami! zakat muallat: riqob. gharimin, ibnu sabiL dan fi sabilillah (QS. 
:\t-laubah: 60). Sedangkan peruntukan pajak adalah sangat tergantung situasi dan 
kondisi negara pada saat itu. Suatu saat digunakan untuk membangun infrastruktur, 
lain \\ aktu untuk program pendidikan~ atau untuk memtayar pokok dan bunga 
ptnJaman. 
Kccmpat. dari aspek pemanfaatan. l\1enurut Islam. zakat harus disalurkan secara 
langsung kepada yang berhak (yaitu delapan asnaf mustahik). tidak boleh ditahan-
tahan terlal u lama. Sedangkan pqjak. secara konsep dan praktek~ pemanfaatannya 
adalah secara tidak langsung. Jadi pembayar pajak tidak bisa menuntut pemerintah 
untuk segera menggunakannya untuk kepentingan rakyat_ tetapi tergantung pada 
mekanisme yang ada di pemerintahan (pemerintah dan DPR). 
Kelima. dari aspek tarif. Islam sudah mengatur secara rinci tentang tarif zakat, dan hal 
terse but sudah baku. tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan tari f pajak bisa diu bah untuk 
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disesuaikan dengan kondisi. Contoh. saat ini wrif pajak pcnghasilan adalah progresiL 
bukan tidak mungkin suatu ~aat akan diuhah mcn_iadi tarif yang hcrsifJt tbt. 
2.3. Zakat dalam LL Perpajakan 
L'ndang Undang j\;omor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah 
mencoba mengakomodir zakat. Dinyatakan dalam Pasal 9 ay2t (I) point g: 
.. Unruk menen/ ukan hesarnya Penghasilan Keno Pl~juk ( P KPJ lidak holeh 
dikurangkan harta _vang dihihahkan ban1uan atau swnhangan. dan H'arisan. kecuali 
::akol lllas penglwsilan yang t~va/a-nyata diblznlrkan olch lU(jih JH(jak orang pribwli 
muslim dan atau hadan milik muslim lepada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau 
disahkan oleh pemerintah '' 
Pernyataan tersebut menunjukkan balnva Zakat yang diakui oleh UU Perpajakan 
hanya zakat atas penghasilan. Zakat atas penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari 
penghasilan kena pajak. l'v1enurut Islam. jenis zakat bukan hanya zakat atas 
penghasilan, tetapi juga zakat atas harta henda lainnya. Implikasi lainnya adalah dalam 
perhitungan zakat perusahaan. Tvlenurut ketentuan syari'at Islam, zakat perusahaan 
dihitung dari laporan Neraca. bukan dari laporan Laba Rugi. Harapannya adalah 
scmua jenis zakat dapat dikurangkan dari pajak. Dalam poin kedua. zakat diposisikan 
111 irip seperti biaya. Harapan para muzakki adalah zakat dapat diposisikan sebagai 
pengurang pajak atau tax credit. Sehingga prinsip tidak ada pembayaran ganda 
(double payment) dapat menjadi kenyataan. 
Jika kedua hal di atas diyakini akan banyak kebaikan yang muncul. Antara lain: 
a. Akan te~jadi peningkatan tax ratio. yaitu jumlah pembay·ar pajak akan makin 
banyak. Para wajib pajak muslim akan makin bersemangat membayar zakat 
maupun pajak. disebabkan sudah tidak ada lagi pembayaran ganda (double 
payment). 
b. l'vlasyarakat miskin akan makin terbantu. Dengan makin banyaknya dana zakat 
yang disalurkan melalui lembaga, baik BAZ maupur! LAZ~ maka program-
program pemberdayaan masyarakat akan makin banyak bisa digulirkan. Tentunya 
hal ini juga sangat membantu program pemcrintah. terutama dalam pengentasan 
kemiskinan. 
c. Akan tetjadi tuntutan kepada lembaga pengelola zakat. baik BAZ maupun LAZ, 
untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, yaitu amanah. 
profesionalitas, dan transparan. 
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d. Penerapan zakat pengurang pajak selama ini hanya pada tataran zakat tersebut 
pem ba) ar p~~jak yang juga merupakan para pem bayar zakat karen a tidak 
dikreditkan langsung pada rajak terutang. :\kan tetapi tentu akan lebih terasa 
besarnya pengaruh zakat terhadap pajak j ika zakat terse hut dapat di kreditkan 
langsung ke pajak penghasilan. Logika pcnggunaannya tcntu sama saja. Pajak 
digunakan untuk pembangunan dan kcsejahteraan karym\ an begitu juga zakat 
yang memiliki implikasi kcs~jahteraan dunia & akhirat. 
Hanya sayangnya, perlu disadari bahwa sesungguhnya antara UU no 17/2000 
dan UU No 38/1999 tidaklah konsisten. Sebab seperti yang telah dikemukakan 
sebelumnya, bahwa d dalam UU No 17/2000 dinyatakan bahwa yang dapat 
dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan (zakat profesi). 
Padahal pada saat yang sama di dalam UU No 38/1999 disebutkan bahwa zakat (tanpa 
ada embel-embel atas penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. 
Sementara sangat jelas bahwa yang dimaksud zakat di dalam UU No 3811999 adalah 
semua harta yang wajib disisihkan oleh kaum muslimin sesuai dengan ketentuan 
agama, yang terdiri atas; emas, perak, dan uang : perdagangan dan perusahaan; hasil 
pertanian; hasil perkebunan; hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan 
dan jasa; serta rikaz. Inkonsistensi yang demikian bisa dimungkinkan oleh dua hal. 
Pertama, karena kesalahpahaman atau ketidakmengertian anggota legislatif terhadap 
pengertian zakat. Kedua, karena perbedaan pendapat maupun alasan politik tentang 
seberapa jauh zakat '"berhak ;; masuk dalam wi Ia yah fiskal kenegaraan. 
Berdasarkan fakta dan pemikiran di atas dapat disusun kerangka pemikiran 
penelitian ini sebagai berikut. 
uu 3811999 & uu 
1712000 
I 
I 
I Jmplementasi ~»/ -Sayar Pajak 
/ - Sayar Zakat 
Harapan 
- Pajak Naik / 
- Zakat NAik 
// // 
L-.-____ ___J 
Zakat sebagai cost! 
expense deductable 
: sebagai pengurang 
laba bruto 
Zakat sebagai tax j' 
l>~ deductable : sebagai 
L___ __ p_en-gu-ra_n_gP_P_h--~ 
Gam bar 1. Kerangka Pemikiran Zakat Sebagai Pengurang Pajak 
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Rekomendasi 
Adanya UU 38/1999 dan UU 17/2000 diharapkan mendorong \\ajib pajak dan 
muzakki dapat menunaikan kewr1jib0n pemba~ ~1_ran p~tj~1k dan zakatnya dengan baik. 
Pemerintah berharap dengan adanya kedua U U terse but setoran pajak sekaligus 
setoran zakat meningkat. Kerangka pemikiran tersehut mencoba menggambarkan 
ssekaligus menganalisa impelementasi dari kedua UU tersebut dilihat dari sikap 
masyarakat wajib pajak dan muzakki. Sejauh ini perubahan yang signifikan belum 
nampak. Peneliti melalui kerangka pemikirian tersebut mengerucutkan pokok 
permasalahannya pada perlakuan zakat itu sendiri atas pajak yaitu apakah sebagai 
pengurang laba bruto sebelum dipotong pajak ataukah sebagai pengurang pajak 
terutang. Akhirnya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan satu rekomendasi 
yang tepat agar harapan seto:-an pajak dan sekaligus zakat naik dapat terwujud yang 
menguntungkan wajib pajak pajakjuga yang mengeluarkan kedua UU tersebut. 
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BAB 111 
IVIETODE PENELITL\N 
3.1. Populasi dan Teknik Penarikan Sampcl 
Populasi penelitian 101 perorangan yang terdiri atas pegmva1 negen. 
pegawai swasta dan yang terikat serta perusahaan atau badan usaha yang berpotensi 
membayar pajak penghasilan pribadi maupun badan. Pengambilan sampel dilakukan 
pada 8 Kelurahan di Kecamatan Pamulang. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik Purposive Random Sampling. 
3.2. ldentifikasi dan Instrumentasi Variabel 
Dikarenakan ini merupakan penelitian deskriptif maka variabel yang akan 
diteliti terdiri dari penerapan zakat sebagai pengurang pajak dan pengakuntansian 
zakat sebagai pengurang pajak. Penerapan zakat sebagai pengurang pajak diukur 
dengan pernyataan-pernyataan pokok diantaranya adalah variabel-variabel: 
a. demografi responden 
b. Pengetahuan masyarakat atas esensi UU 38/1999 dan UU 17/2000 bahwa zakat 
dapat mengurangi pajak 
c. Sikap masyarakat dalam menerapkan zakat sebagai pengurang pajak, yang 
dibuktikan dalam pengisian SPT tahunan 
d. Cata masyarakat mengurangkan zakat atas pajak. sebagai beban (expenses) 
pengurang laba operasi ataukah mengurangkan ke pajak yang harusnya 
dibayarkan ke negara (tar deductable) 
e. Ketepatan pengutipan pajak. pendistribusian pajak, pengetahuan kantor pajak 
atas wajib pajak yang menunggak pajak. 
f. Cara masyarakat membayar zakat, membayar pajakjuga membayar zakat 
g. Lembaga tempat membayar pajak 
3.3. Metode Analisis 
Panduan wavvancara pernyataan-pernyataan pokok selanjutnya dituangkan 
dalam item-item pertanyaan. Pada akhirnya hasil data kuisoner diolah secara diskriptif 
verifikatif. 
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BABIV 
HASIL DAN PEI\IBAHASAN 
4.1. Hasil 
Akhir-akhir ini. berkembang aspirasi untuk mengamandemen UU No. 38; 
1999 dan revisi UU No. 17 tahun 2000 terutama yang berkenaan dengan zakat 
sebagai pengurang pajak. Berbagai usulan telah disampaikan agar pembayaran zakat 
mengurangi kewajiban pajak (ta-r deductable). Keinginan tersebut sama sekali bukan 
tanpa dasar. Di negara-negara Amerika dan Eropa~ donasi yang dikeluarkan 
perseorangan atau perusahaan diterima pemerintah sebagai bagian pembayaran pajak. 
Di Malaysia, zakat yang dibayarkan telah diakui sebagai pengurang pajak. Dengan 
insentif itu, para muzaki akan berlomba-lomba membayarkan zakatnya kepada 
lembaga (ami!). 
Ada kekhawatiran pada sebagian kalangan, bila zakat mengurangi pajak, maka 
perolehan pajak akan berkurang. Di satu sisi. jumlah zakat yang terhimpun akan 
meningkat, sementara di sisi lain jumlah pajak yang terhimpun akan berkurang. 
Padahal, sekitar 78 persen sumber dana APBN kita bersumber dari pajak. Jika jumlah 
pajak berkurang, maka hal tersebut akan memberikan efek negatif terhadap kondisi 
perekonomian. Kekhawatiran tersebut tidaklah beralasan. Penerimaan zakat tidak 
akan banyak mengurangi penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 21, karena 
perbedaan tarif pajak yang 30 persen dengan tarif zakat yang relatif sangat rendah 
yaitu 2.5 persen dari penghasilan. Selain itu. berdasarkan perhitungan perkiraan 
setoran penerimaan pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21) nasional sebesar Rp. 
25 triliun (dari perkiraan total penghasilan karyawan nasional sebesar Rr 125 triliun-
tarif efektif 20 persen) maka perkiraan setoran zakat (2.5 persen dari Rp 125 triliun) 
hanya Rp 3.2 triliun. Fakta empiris membantah kekhawatiran tersebut. Hafidhuddin 
(Harian Seputar Indonesia, Senin. 8 Okt 2007) menunjukkan data penerimaan zakat 
dan pajak di rvtalaysia selama tahun 2001-2006, terlihat bahwa peningkatan zakat 
temyata seiring dengan peningkatan pajak. Dalam laporan Kementerian Keuangan 
Malaysia 2006 dan Laporan Pusat Pungutan Zakat Malaysia 2006, terbukti bahwa 
pendapatan pajak dan zakat memiliki korelasi yang positif. Sebagai contoh, pada 
tahun 2001 pendapatan zakat adalah sebesar 321 juta ringgit dan pendapatan pajak 
berkisar pada angka 79,57 miliar ringgit. Tahun berikutnya, pendapatan zakat naik 
menjadi 374 juta ringgit. Demikian pula dengan pendapatan pajak yang naik menjadi 
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83.52 miliar ringgit. Pada tahun 2005. pendapatan zakat telah mencapai angka 573 
iuta rinQQit. sedantrkan nai<1k 10()_~ rnili~1r rin~10it .;\rtin\·::J 
._} _ __, t,..; j .. • - -- -- -~:::::::--- - -- ---- ... -- saat zakat 
pajak. maka penerimaan zakat dan pajak justru meningkat. 
Sumargono (2006) menambahkan di sisi lain memang terdapat sejurnlah faktor 
yang rnendalangi kecenderungan pengabaian zakat. Salah satunya, persepsi yang 
salah di kalangan pengusaha dan kaum profesional tentang zakat. Zakat. dalam 
kalkulasi bisnis mereka, barangkali dipahami sebagai -~kerugian~· (loss). Karenanya~ 
zakat harus diminimalkan sebagaimana pajak, kalau perlu dengan segala cara. 
Termasuk penggelapan pajak, yang merupakan kejahatan klasik. Sedangkan 
pengingkaran zakat, kini tak lagi sampai diperangi seperti pada zaman Khalifah Abu 
Bakar. UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat malah sama sekali tak memberi 
sanksi bagi muzakki yang mengabaikan zakat. Padahal, kewajiban zakat sejatinya 
bersifat market-friendly dan tidak mengganggu iklim usaha. Misalnya, memberi 
dispensasi bagi usaha yang memiliki biaya produksi lebih tinggi. Sebagai contoh, 
zakat produk pertanian yang dihasilkan lahan irigasi kadamya 5o/o atau separuh dari 
kadar pertanian tadah hujan. 
UU Zakat pun sebenarnya cukup ramah terhadap waj ib pajak. Dalam pasal 14 
ayat 3 disebutkan: "Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau 
lembaga ami! zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak yang 
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku." Hal itu 
diperjelas dalam SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/29112000 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 2: "Zakat atau penghasilan yang 
nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib 
pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan 
Amil Zakat dan Lembaga Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah boleh 
dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajip pajak yang 
bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksudkan 
dalam pasal 14 ayat 3 UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat." Bagi muzakki, 
white collar, secara material memang ada kerugian akibat pengeluaran zakat. Yaitu 
berkurangnya pendapatan smp belanja (disposable income). Namun, besar 
pengeluaran zakat yang sekadar 2,5o/o itu tidaklah signifikan dibanding jumlah 
penghasilan. Seorang eksekutif bergaji Rp 500 juta/bulan misalnya, hanya wajib 
berzakat Rp 12,5 juta/bulan. Selain itu, dia pun memperoleh penghematan (saving) 
sebagai hasil pengurangan zakat atas penghasilan kena pajak. 
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Padahal. kesuksesan dibangun dan dilestarikan antara lain dengan sikap 
derma\van dan men iauhi fc)\ a-foYa Pn insaksnnn da lam Sttm('lrgonn ( !00()) cia hrn 
o./ "" o.# • .._I "-' \. -' -- -----
artikelnya tentang Entrepreneurial Intelligence (Entre Q). mengemukakan bah\\ a 
sosok entrepreneur sejati rnem i I iki I 0 kebiasaan positi f. Salah satunya adalah The 
Power of Giving: Gin? and Be Grotefit!. Beramal dan bersyukur. sebagairnana telah 
diteladankan oleh para maestro dunia seperti Andrew Carnegie. Bill Gates~ John 
Rockefeller. maupun Alfred Nobel. 
Dari I 00 exemplar lebih kuesioner yang disebar, hanya 53 responden yang 
mengembalikannya dengan komposisi laki-laki sebanyak 34 orang atau 64.15 o/o 
dan jumlah perempuan sebanyak 19 orang atau 35.85 o/o. Sebagian besar berumur 
di atas 40 tahun yaitu sebanyak 28 orang atau 52.83o/o, disusul antara 30-40 tahun 
sebanyak 16 orang atau 30.19o/o dan di bawah 30 tahun sebanyak 9 orang atau 
16.98o/o. Mayoritas berpendidikan S2 yaitu sebanyak 23 orang atau 43.40o/o, 
berpendidikan S I sebanyak 19 orang atau 35.85o/o. Hanya 7 orang atau 13.2I o/o yang 
berpendidikan SMU, serta hanya I orang atau 1.89o/o yang tidak menjawab 
pendidikan terakhirnya apa. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 23 
orang atau 43.40 o/o, terdiri dari PNS Pusat dan PNS Daerah. Kalangan profesi 17 
orang atau 32.08, terdiri dari akuntan, pengacara, dosen dan konsultan. 
Wiraswasta sebanyak I3 orang atau 24.53o/o, yang terdiri daripada pedagang, 
pengusaha, dan pegmvai swasta. Mayoritas responden berpenghasiian antara 
Rp2.000.000-Rp4.000.000 yaitu sebanyak 26 orang atau 49.06o/o. I7 orang 
berpenghasilan antara Rp4.000.00 I-Rp6.000.000 yaitu sebanyak I7 orang atau 
32.08o/o, Sedangkan yang berpengasilan an tara Rp6.000.00 l-Rp8.000.000 dan di atas 
Rp8.000.000, masing-masing 5 orang atau 9.43%. 
Tabel 1. Karakteristik Responden 
No Umur 
1 <30 tahun 
2 30-40 tahun 
3 >40tahun 
Jumlah 
No Jenis Pekerjaan/Profesi 
1 PNS 
2 Akuntan/Advokatlkonsultan 
3 Wiraswasta 
Jumlah 
ll 
Frekuensi 
9 
16 
28 
53 
Frekuensi 
23 
17 
13 
53 
Prosentase 
16.98 
30.19 
52.83 
100.00 
Prosentase 
43.40 
32.08 
24.53 
100.00 
No Pendidikan Terakhir Frekuensi Prosentase 
1 S3 0 0.00 
'""\ ("''") 23 43.40 L.. vL.. 
3 S1 19 35.85 
4 Diploma 3 5.66 
5 SMU 7 13.21 
6 Lainnya 1 1.89 
Jumlah 53 100.00 
No Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase 
1 Laki-laki 34 64.15 
2 Perempuan 19 35.85 
Jumlah 53 100.00 
No Penghasilan perbulan Frekuensi Prosentase 
1 Rp2.000.000-Rp4.000.000 26 49.06 
2 Rp4.000.001-Rp6.000.000 17 32.08 
3 Rp6.000.001-Rp8.000.000 5 9.43 
4 Di atas Rp8.000.000 5 9.43 
Jumlah 53 100.00 
Dari 53 orang responden, hanya 25 orang atau 47.17o/o yang mengetahui 
bahwa zakat dapat menjadi pengurang setoran pajak terutang. lnformasi tersebut 
diperoleh dari kantor pajak (2 orang atau 9.43%), lembaga yang mengadakan 
pengelolaan Zakat, Infak, dan Sodaqoh (3 orang atau 13.21 o/o), koran atau media 
massa ( 4 orang a tau 15 .09o/o ), Sedangkan 62.26% atau 16 orang menyatakan 
memperoleh informasi tersebut berasal selain dari kantor pajak, lembaga ZIS, dan 
koran seperti dari ternan. kerabat, kantor, dan seminar dan dari pengantar kuesioner 
yang disebar. 
Tabel 2. Pengetahuan Responden tentang Zakat Sebagai Pengurang Setoran Pajak 
Terutang 
Ya 
Tidak 
Jumlah 
Pendapat Frekuensi 
25 
28 
53 
Tabel 3. Sumber lnformasi Zakat Pengurang Setoran Pajak Terutang 
Pendapat Frekuensi 
Kantor Pajak 2 
Lembaga ZIS 3 
Koran 4 
Lainnya 16 
Jumlah 25 
12 
Prosentase 
47.17 
52.83 
100.00 
Prosentase 
9.43 
13.21 
15.09 
62.26 
100.00 
Ketika kepada responden ditanyakan kapan saat pertama kali rnengetahui 
infonnasi zakat sehagai pengurang setoran pajah: terutang_ 41 orang Mau 77_360,6 
menja\\ ab baru mengetahui pada kurun \\ aktu tahun 2007-2008. 2 orang a tau 3. 77~'o 
pada kurun \vaktu tahun 2001-2002. Untuk kurun \\aktu tahun 2003-200-L dan 2005-
2005 masing-masing hanya 3 orang atau 5.66~1o dan hanya 4 orang atau 7.55°/o yang 
menyatakan mengetahui informasi tersebut pada tahun 2000 saat UU yang berkenaan 
dengan zakat sehagai pengurang pajak diundangkan. 
label 4. Waktu Mengetahui lnformasi Zakat Pengurang Setoran Pajak lerutang 
Pendapat Frekuensi Prosentase 
tahun 2000 4 7.55 
tahun 2001-2002 2 3.77 
tahun 2003-2004 3 5.66 
tahun 2005-2006 3 5.66 
tahun 2007-2008 41 77.36 
Jumlah 53 100.00 
Responden yang merupakan wajib pajak sebagian besar membayarkan atau 
menyetorkan pajak melalui kantor yaitu sejumlah 31 orang atau 58.49o/o, melalui 
Bank sejumlah 17 orang atau 32.08o/o dan sisanya 5 orang atau 9.43% melalui kantor 
pos. 
label 5. lempat Membayarkan Pajak 
Bank 
Kantor Pos 
Lainnya (kantor) 
Jumlah 
Pendapat Frekuensi 
17 
5 
31 
53 
Prosentase 
32.08 
9.43 
58.49 
100.00 
Adapun mengenai SPT, responden menyerahkannya melalui kantor (30 orang 
atau 56.60o/o), menyerahkan langsung ke KPP setempat sebanyak 15 orang atau 
28.30o/o dan 8 orang lainnya atau 15.09% melalui kantor pos. 
label 6. lempat Menyerahkan SPl 
Pendapat 
Pos 
Serahkan langsung 
Lainnya 
Jumlah 
13 
Frekuensi 
8 
15 
30 
53 
Percent 
15.09 
28.30 
56.60 
100.00 
Responden sehagian besar (-+ 7 orang a tau 88.68~0) merupakan pembayar pajak 
sekaligus juga pembayar zakat. Sedangkan A or(lng (}tau 11 3:2°/o ZJ.d~1lah pc:mba;Jr 
P'-l:iak saja a tau pem ba:-- ar zakat saja. 
Tabel 7. Membayar Zakat Sekaligus Membayar Pajak 
Ya 
Tidak 
Pendapat Frekuensi 
47 
6 
53 
Percent 
88.68 
11.32 
100.00 
Responden yang pembayar pajak sekaligus JUga pembayar zakat 
membayarkan zakatnya melalui BAZNAS hanya 4 orang atau 7.55o/o, Melalui 
Yayasan 12 orang atau 22.64o/o~ Masjid sebanyak 19 orang atau 35.85°/o dan 
menyerahkan langsung ke yang berhak sebanyak 18 orang atau 33.96o/o 
Tabel 8. Tempat Membayar Zakat 
Baznas 
Yayasan 
DKM 
lainnya 
Jumlah 
Pendapat Frekuensi 
4 
12 
19 
18 
53 
Prosentase 
7.55 
22.64 
35.85 
33.96 
100.00 
Dari 53 orang responden hanya 15 orang atau 28.30o/o yang menerapkan zakat 
sebagai pengurang pajak, sisanya 38 orang a tau 7 L 70o/o tidak memperlakukan hal 
tersebut. Dari 15 orang tersebut yang melakukan perhitungan sendiri sebanyak 7 
orang atau 46.67o/o dan 8 orang atau 53.33o/o mempercayakan pihak lain yang 
menghitungnya. Dari 15 orang yang memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak~ 
6 orang atau 40o/o menghitung dengan benar yaitu memasukkan zakat sebagai bagian 
pengurang pendapatan kena p~jak, sedangkan 9 orang atau 60o/o mengurangkan 
langsung dari pajak terutang. 
Tabel 9. Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Orang Pribadi 
Ya 
Tidak 
Jumlah 
Pendapat 
14 
Frekuensi 
15 
38 
53 
Percent 
28.30 
71.70 
100.00 
Tabel 10. Wajib Pajak Melakukan Perhitungan Sendiri Zakat Sebagai Pengurang Pajak 
PPnrl;:,.n;:=~t Frekuensi 
-·. --,--
Ya 7 
Tidak 8 
Jumlah 15 
Tabel 11. Zakat Dianggap Sebagai Biaya (Expense) 
Ya 
Tidak 
Jumlah 
Pendapat Frekuensi 
6 
9 
15 
or"t.,.,.../"""1.,...._~ 
I c;.rvc;:lll 
46.67 
53.33 
100.00 
Percent 
40.00 
60.00 
100.00 
Setelah responden mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi pajak beserta 
teknik perhitungan dan perlakuannya, sebanyak 25 orang a tau 4 7.17°/o merasa bahwa 
penerapan zakat sebagai pengurang pajak ada manfaatnya dan 28 orang atau 52.83o/o 
tidak merasakan manfaat yang signifikan. 
Tabel 12. Merasakan Manfaat Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak 
Ya 
Tidak 
Jumlah 
Pendapat Frekuensi 
25 
28 
53 
Percent 
47.17 
52.83 
100.00 
Secara keseluruhan responden terbelah pendapatnya ketika ditanyakan apakah 
pajak yang sudah dibayarkan digunakan sebagaimana mestinya. 25 orang a tau 4 7.1 7o/o 
merasakan bahwa pajak memang telah digunakan sebagaimana mestinya, sedangkan 
sisanya yaitu 28 orang atau 52.83o/o menyatakan pajak belum digunakan sebagaimana 
mestinya. 
Tabel13. Pajak Yang Dibayarkan Digunakan Semestinya 
Ya 
Tidak 
Jumlah 
Pendapat 
15 
Frekuensi 
25 
28 
53 
Percent 
47.17 
52.83 
100.00 
-'.2. Pembahasan 
-'.2.1. Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak 
Patut dicatat bah\\ a masyarakat adalah pcm bayar pajak sekal igus pem bayar 
pajak yang baik. Hanya 11 .32~1o saja yang membayar pajak saja atau membayar zakat 
saja. Sehubungan dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. dari Tabel 
2 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar masyarakat Pamulang (lebih dari 52o/o) 
tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 
Masyarakat umumnya mengetahui hal tersebut dari kantor. ternan dan seminar 
ataupun diskusi ilmiah. yang menarik adalah hanya sebagian kecil (9,43o/o) saja yang 
mengetahui dari kantor pajak. Sebagian besar masyarakat (77o/o) mengetahui hal 
tersebut pada periode 2007-2008, tujuh tahun setelah UU No 17/2000 diundangkan. 
Alasan utama yang terungkap adalah minimnya informasi atas hal tersebut. Selain itu 
masyarakat belum memahami ketentuan zakat dapat mengurangi pendapatan kena 
pajak. Permasalahan lain yang terungkap adalah hanya zakat yang ditunaikan melalui 
badan ami! zakat atau lembaga ami! zakat yang dibentuk dan disyahkan oleh 
pemerintah yang dapat dikurangkan atas pendapatan kena pajak, sedangkan di sisi lain 
data menunjukkan hanya 7.55o/o saja masyarakat yang membayar zakat melalui 
lembaga zakat resmi pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut sebagian besar 
masyarakat menyarankan perlu sosialisasi kembali tentang zakat sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak. 
4.2.2. Pengakuntansian Z~kat sebagai Pengurang Pajak 
Pada bagian sebelumnya terungkap bahwa pemahaman masyarakat atas pajak 
sebagai pengurang pendapatan kena pajak sangat rendah. Hal tersebut didukung oleh 
fakta bahwa wajib pajak sekaligus wajib zakat kurang mampu menghitung zakat 
sebagai pengurang pajak. Hanya 28.30% saja yang melakukan penghitungan sendiri 
dan ternyata 60o/o memperlakukannya sebagai hu deductable (langsung sebagai 
pengurang pajak terutang). Padahal UU No 17/2000 dan yang diperbaiki dengan UU 
No 36/2008 masih memberlakukan zakat sebagai expenses atau zakat sebagai 
pengurang pendapatan kena pajak. 
Sebelum kita membahas pengakuntasian zakat sebagai pengurang pajak, perlu 
dikemukan di sini ilustrasi zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak (Perlakuan 
I) dan zakat sebagai pengurang pajak pendapatan (Perlakuan II). Mengingat kedua hal 
tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. 
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Perlakuan Zakat Menurut UU No 36 Tahun 2008 
Item-item 
- penghasilan bruto 
- PTKP (K/0) 
- PKP 
- Zakat 2.5% dari penghasilan bruto 
- PKP Setelah Zakat 
- PPh Terutang (5%) 
- Zakat (2.5% dari penghasilan bruto 
- PPh terutang setelah zakat 
Perlakuan I 
40,000,000 
(15.840,000) 
24,160,000 
1,000,000 
23,160,000 
1' 158,000 
------------------
Perlakuan II 
40,000,000 
(15.840,000) 
24,160.000 
1.000.000 
1,208,000 
1,000,000 
208,000 
• Menurut perlakuan L sebagaimana diatur UU No 36 tahun 2008 dan UU 38 tahun 
I999, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 1.000.000, dan hutang 
PPh yang harus ditanggung adalah sebesar Rp 1.158.000. sehingga total zakat dan 
pajak yang harus dikeluarkan adalah Rp2.158.000. Dampaknya pada perlakuan I 
adalah seseorang akan terkena dua jenis potongan pad a waktu bersamaan. 
• Menurut perlakuan II, bahwa kewajiban pajak terutang yang harus dikeluarkan 
dikurangi dulu dengan be ban kewaj iban be ban kewaj iban zakat yang telah 
dikeluarkan, maka kewajiban pajak dapat ditekan yaitu sebesar Rp208.000, 
sehingga besaran beban zakat dan pajak yang harus dikeluarkan adalah 
Rp 1.208.000. 
60% masyarakat menghendaki perlakuan dua (zakat sebagai pengurang pajak 
terutang-lihat Tabel II). Hal terse but san gat wajar mengingat umumnya masyarakat 
tidak menginginkan pungutan berganda, namun dengan menjadikan zakat sebagai 
pengurang pajak pendapatan maka masyarakat akan terhindar dari pungutan ganda 
yaitu dalam bentuk zakat dan dalam bentuk pajak. 
Dari ilustrasi tersebut sepertinya pemerintah akan kehilangan potensi pajak 
pendapatan, namun dengan sistem seperti tersebut dampaknya akan langsung terlihat 
kepada negara dan masyarakat. Karena dengan dana zakat akan meningkatkan 
pendapatan orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Masyarakat akan 
waspada terhadap pemungutan dan pendistribusiannya. Pemanipulasian akan semakin 
mengecil volumenya karena langsung dihubungkan dengan tanggung jawab kepada 
Allah secara langsung, begitu pula mustahiqnya memiliki tanggung jawab sosial. 
Hingga saat ini, perlakuan zakat sebagai expenses masih terus dipertahankan bahkan 
dikukuhkan Iagi oleh UU No 36/2008 pada pasal 4 ayat (3) huruf a, pasal 9 ayat ( 1) 
huruf g. Dengan demikian dapat disimpulkan secara akuntansi zakat masih 
diperlakukan sebagai beban (expenses) yang mengurangi pendapatan kotor. 
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BABV 
5.1. Simpulan 
l. Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak 
a. Sebagian besar pembayar zakat (88,68o/o) juga pernbayar pajak 
b. Lebih dari 52o/o masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai 
pengurang penghasilan kena pajak 
c. Pembayaran zakat cenderung tidak melalui Baznas karena aspek kepercayaan 
dan keyakinan 
2. Pengakuntansian Zakat sebagai Pengurang Pajak 
a. Masyarakat yang memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, sebagian 
besar menerapkannya secara keliru, yaitu zakat sebagai pengurang pajak 
terutang. Sebenamya adalah zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak 
b. Masyarakat menginginkan zakat sebagai pengurang pajak terutang (ten 
deductable) bukan sebagai beban (cost/expense deductabel) 
5.2. Saran 
a. Kepada Dirjen Pajak dan Badan Ami! Zakat pemerintah agar tents menerus 
mensosialisasikan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena 
pajak 
b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang 
diakui pemerintah melalui transparansi pengelolaan Badan Ami! Zakat 
c. Dirjen Pajak dan Badan Ami! Zakat pemerintah diharapkan dapat memberikan 
penjelasan yang benar tentang teknik pengkuntasian zakat sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak 
d. Masyarakat melalui LSM, l\1UI, dan Ormas-ormas islam tents mengupayakan 
agar zakat tidak sekedar sebagai beban (cost/expense deductabel) namun 
sebagai sebagai (tat deductable) misalnya melalui amandemen UU zakat dan 
KUP 
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REKOl\lENDASI 
REvlSI BAHAN AJAR EKSI~202 HUKCl\·1 P A.JAK 
Hasil penelitian menunjukkan bah\\ a aspek zakat perlu diungkap lebih dalam 
dan jelas peraturan perpajakan beserta pen_ielasannya agar mahasis\\ a tidak 
mengalami kebingungan seperti ;. ang dialam i masyarakat. Kebingungan pertama 
adalah berkenaan dengan pemberlakuan zakat sebagai pengurang pajak terutang 
ataukah baru sampai pada pengurang pendapatan kena pajak. Implikasinya adalah 
akan terjadi kesalahan dalam pengakuntansiannya yaitu diberlakukan sebagai 
komponen expenses ataukah sebagai komponen pengurang pajak yang harus 
disetorkan. 
Kebingungan kedua adalah zakat yang dibayarkan dengan cara apakah yang 
dapat dipotongkan atas pendapatan kena pajak. Implikasinya adalah akan terjadi 
kesalahan pemahaman bahwa sepanjang masuk kelompok zakat yang dibayarkan 
dengan cara apapun dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Padahal hanya 
zakat yang dibayarkan melalui Badan Ami! Zakat (BAZ) atau Lembaga Ami! Zakat 
(LAZ) resmilah yang dapat diakui sebagai pengurang pendapatan kena pajak. 
Lebih khusus perlu dipaparkan secara jelas pengakuan zakat dalam perpajakan 
yang disertai dengan contoh kasus dan penyelesaiannya. Diharapkan dengan 
informasi tambahan dari penelitian ini akan memperbaiki Buku Materi Pokok 
EKSI4202 Hukum Pajak yang saat ini sedang dalam tahap akhir revisi. 
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